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Tinjauan Umum Tentang Pajak

. Pengertian Pajak

efinisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
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Emeg?nhaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

o

Ianéung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

=
rakyat.
s

=

“Menurut Soemitro dalam penelitian (Suminarsasi, 2011:1), pajak adalah iuran
=)

rakgat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat
dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat

di@jukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.
()

(o g
ErMenurut Feldmann dalam penelitian (Resmi, 2009:2), pajak adalah prestasi yang
S

di@ksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang

)
ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan
)

unak menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
=

o

§Menurut Djayaningrat dalam penelitian (Resmi, 2009:1) , pajak sebagai suatu
)

ke@jiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
()

keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

ueny
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dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk

memelihara kesejahteraan umum

Dféri definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur:

(it) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.

Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

~
f

daerah.

g INIISUR HOIM 191 A

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara

—~
LN

& (pemerintah)

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

(49 Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.

(5:) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi

budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan

untuk membiayai investasi publik.

(61.7)‘ Pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi (fungsi regulerend). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap

= minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

:Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan,
diméana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan
me%ggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak
kepéda negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi
impPalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan
pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana

irigjsi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

= 10
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b. Fungsi Pajak

—Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi

délam 2 (dua) fungsi, yaitu:

(

Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk

memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak - banyaknya antara lain

11a eydip e

mengisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target

penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan

g INIISU]) O 191 Alj1wa

% pengeluaran yang berimbang tercapai.

Fungsi Regulerend (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat

ﬁ@um-Buepum 1Ibunpul

mengatur dan menggerakan perkembangan sarana perekonomian nasional yang
= produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat
menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi,
sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Beberapa contoh penerapan pajak

sebagai fungsi regulerend adalah:

(a)= Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas

. Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang

— mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi
= sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini
dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang

mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

(b} Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang

x memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang

tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
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i) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong
) mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar
= devisa negara.

‘i‘j) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industri tertentu,
seperti industri semen, rokok, baja dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat
penekanan terhadap produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan
atau polusi (membahayakan kesehatan).

iti) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk
mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

i§/) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey
|

menanamkan modalnya di Indonesia.

Béfdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi budgetair

w eduey 1ul sipny eAuey ynan)as neje ueibeqgas diznbuaw buede)iq ‘|

gmerupfakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam
5 i
grangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah,

=
Q

jsedangrkan fungsi regulerend yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi

Qs

-dan budaya
QC%* c. denis Pajak
% Wenurut Mardiasmo (2009:5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan

dmenjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan

menurut lembaga pemungutnya.
(B Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari :

a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

- Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain

atau pihak lain.

= 12
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(b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau

‘) dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

(2) Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

(a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.

(b) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya
= baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak

uep

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

(Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

(3):; Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:

Ké) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

(b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah
Tingkat 1 maupun Daerah Tingkat Il dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga masing-masing.

Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa jenis-jenis dari pajak daerah pada
hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak pusat maupun
pajék daerah sama harus berdasarkan peraturan perundang-undangan begitu juga
defAgan hasil penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik
pembangunan pusat maupun pembangunan daerah dan yang membedakannya hanyalah

pefaksana pemungutnya.

13
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d. QT‘ata Cara Pemungutan Pajak

‘ffMenurut Waluyo (2009:16) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak,

iasas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

I NEH

) teISeI Pajak

§Stelsel nyata (rill), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan
éobjek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah
?pajak penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan
ipada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam

%suatu tahun pajak diketahui.

buepun-buepun Hﬁunpu;@ eyd

b) gSteIseI anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
“suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

(c) ZStelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dianutnya suatu stelsel pajak
tertentu dalam suatu negara membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga di

_dalamnya, seperti yang telah di uraikan di atas stelsel dibagi menjadi tiga, dan

;ketiganyajuga memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing.

) Asas Pemungutan Pajak

JJaquINgIieyingakusw uep ueyuwinjuesusw eduey Ul sijny eAdey ynan)as neje ueibeqas difibuaw buede)q |

7 Menurut Mardiasmo (2009:7) dalam era globalisasi sekarang ini,batas negara
meﬁjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan,
seliingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan negara mana
yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam

cagaryang biasa dilakukan sebagai berikut:

= 14
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(a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Dalgrh asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak
dalém suatu negara. Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut

pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan

T
éteraebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat
©

gkebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

5

5

by Asas sumber

c

@ Dglam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau
- ol

§pelwghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber

pe:ﬁdapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan

d(l),}nisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.
C) As;ls kebangsaan
Daljam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan
dari"Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan tersebut maupun di
negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Di
Indénesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Uniuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau

:Jaquins uexingaAusw uep uexwnjuesugw eduey ul sijny eAuey ynanyas nee uelbegas diynbusw buedseyq ‘|

dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah di uraikan di
atdS_merupakan asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai asas
daldm menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk

pengenaan pajak penghasilan.

= 15
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| (3) Sistem Pemungutan Pajak
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— Menurut Mardiasmo (2009:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga)

yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System.

(aj‘OfficiaI Assessment System

?‘Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus)

N!@ exdig yeH

: untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang
j:juntuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat

;ﬁpasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

pun-buepun 1bunpul

(b) Eelf Assessment System

bue

aouatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak
“untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak
sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(céWith Holding System

%Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

—(bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan

L::besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak. Di
Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut: (1) Official assessment system
diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP

T akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang

setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup

:membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang

= 16
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dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. (2) Self
assessment system contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh
:f(baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT
&Masa PPN. PBB juga menganut system self assessment dimana Wajib Pajak
?diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk
mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai dimiliki atau
: dimanfaatkan (self declaration) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek
;Pajak (SPOP). (3) With Holding System diterapkan dalam mekanisme pemotongan

iiiatau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26,

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

:iPPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan

“pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

:;;Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti
pémotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari

Wajib Pajak yang bersangkutan.

@

Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2013) dalam pajak penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan

ménjadi beberapa tarif sebagai berikut :

Jaguwins uexingaiuaw uep ueywniuedsuaw eduey 1ul sijn) eAdey yninjas neje ueibeqgas dinbusw buede)iq |

(1) Téfif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai
contohp tarif Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak=Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ( perhatikan contoh tarif progresif )
bahwe% tarif Rp 50.000.000,00 sebesar 5 % yang diikuti pula untuk setiap tambahan
Pengh}silan Kena Pajak di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00

dengan:tarif marginal 15 % dan seterusnya.
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(2) Tarif Efektif

Petase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan

- I
cpajak fértentu.

eJe)

DStrukt-g,’r tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 ( empat )
3
macan;-tarlf adalah sebagai berikut.

busw b

S o
2 %(a)xTarlf Pajak Proposional / Sebanding

%- g gTarif pajak proposional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah
% é %)erapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak
§ é %Dertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

> C

g gf(b)g_'-Tarif Pajak Progresif

) =]

% Sll_al’lf Pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar
é ;apablla jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh,
% ?_tarlf Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib
% §Pajak Orang Pribadi vyaitu :

:T § Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif 5 %.

g i) Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 tarifnya 15%.

%; ii) Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 tarifnya 25%.

g g) Di atas Rp 500.000.000,00 tarifnya 30%.

2. Pe@ertlan Wajib Pajak

:
Pegertlan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak,

pemogng pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesua;r,dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang

x
()
Nom%28 Tahun 2007 Tentang KUP).

IM
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Menurut Wibowo (2015) Wajib Pajak tersebut terdiri dari :
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3.

a.C?Najib Pajak Orang Pribadi :

Q
§(1) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.

exd

5(2) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan

=
3 Bebas.
A
Z(3) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.
:
b. a\NaJlb Pajak Badan :
§(1) Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD)
%2) Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan)
(]

3(3) Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak
x(4) Bendahara Pemerintah Pusat.

;(5) Bendahara Pemerintah Daerah.

ID ue

C. Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka Wajib Pajak terdiri dari :

(3

(1) Wajib Pajak Domisili atau Tunggal

nsuj

©(2) Wajib Pajak Pusat

(o g
E,(S) Wajib Pajak Cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu

%

7]

EI

7

Fﬁﬁgertian Pedagang

=

= Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang
=y

(=]

agu jasa dipasar (Pemkot Yogyakarta, 2009). Dalam konteks usaha mikro, pedagang
()

ngro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak
Q

dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau
S

pi'ekonomlan subsisten, dengan cirri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang
E

= 19
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tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian
pékerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran,
dé?\gan modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna
m@dal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal
us%hanya.
Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instusi yang
{fnemperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung
;maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur

iiidistribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi : pedagang distributor (tunggal),

ipedagang partai besar, dan pedagang eceran.

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

= Sedangkan menurut pendangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar,

L{MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan
%yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga.
| Berdasarkan ppenggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil

“perdagangan, pedagang dapat dikelompokan menjadi :

=a. Pedagang profesonal yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas

perdagangan merupakan pendapatan/sumber utasa dana satu-satunya begi

ekonomi keluarga.

nb. Pedagang semi-profesonal vyaitu pedagang yang mengakui aktivitas
perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil

perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.

Ve, Pedangang Subsitensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari

hasil aktivitas atas subsitensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada

= 20
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epun

D Huy

daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk

pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

~d. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena

hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang.

Pedagang jenis ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan sebagi sarana
| ‘ untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan
4 memperoleh kerugian dalam berdagang.

Peféepsi
I?éngertian Persepsi

‘ Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau

f}nenginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan
fpengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan
[fnenyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Robbins (2009) mengartikan

persepsi  (perception) sebagai proses dimana individu mengatur dan

= menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi

ilingkungan. Persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat

o tergantung pada kerangka ruang dan waktu.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri
‘seseorang (kognitif) dan faktor dunia luar (stimulus visual). Robbins
mengemukakan bahwa sejumlah faktor berperan untuk membentuk dan terkadang

= mengubah persepsi. Rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut akan
;mempengaruhi persepsi seorang individu.

Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti

joenglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan,
= 21
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kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, arti penting dan

osi. Sehingga persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah

u
“bagaimana wajib pajak melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau
(o]

E‘Lindakan terkait penggelapan pajak dimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh
3
=fangsangan fisik (faktor eksternal) dan kecenderungan wajib pajak tersebut (faktor

@
Zinternal)
A
(9]
. enis-Jenis Persepsi
gMenurut Khairul Ihsan (2012). Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus
@
éyang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis
S .
Syaitu :
3,
g) Persepsi visual
Q
%‘ Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi
A
§_. yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita
2
£ untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan
(9]
£ persepsi secara umum.

N

Persepsi auditori

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga.

N

Persepsi perabaan

Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit.

N

Persepsi penciuman

Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman
yaitu hidung.
Persepsi pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah.

22
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5. Keadilan

A. Keadilan Pajak

;:Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah

adénya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakan menganggap bahwa pajak

H

“mergpakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu

erpastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan

dig

e

npunIa

emungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya

istém perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia

pug,1bu

-pbue

mehggunakan self assesment system, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak

enmimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion.

E)U%Dum

Mafdiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai

keagi'ilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
per[xndang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disésuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya
yakﬁi dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan
Pagk. Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran
per%ikiran, yaitu:

wl. Prinsip Manfaat (benefit principle)

i Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli

perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus

didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak

dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai

(Engan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini

= 23
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meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan
Kesejahteraan masyarakat.

EBerdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat
berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip
rr;anfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan

pﬁéngeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

=2. Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle)

|

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam

3 21n21

péndekatan ini,masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi

péngeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi

Képentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah

penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai

diengan kemampuannya. Prinsip kemempuan membayar secara luas digunakan
sébagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar
d‘ir‘)andang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam
masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa

publik.

Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

@217

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik

Kesimpulan

pahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama

harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya

= 24
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menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk

pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah

pdjak yang sama.

. Keadilan Vertikal

P}insip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan
lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip
keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip
keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan
bérbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula. Siahaan (2010)
jljga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak,
afitara lain:
(1) Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
7 Keadilan dalam penyusunan Undang-undang merupakan salah satu penentu
dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil
akhir pembuatan Undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat

akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP

dalam penetapan peraturan perpajakan,seperti ketentuan tentang siapa yang

menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran

* pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang

" mungkin dikenakan kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP

yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan

WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan,
keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya.

Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan

=, yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi
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di masyarakat dan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan
membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam
penetapan pungutan wajib yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah
suatu Undang-undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat
dilakukan dengan cara melihat sejaun mana asas-asas dalam pemungutan pajak
dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-undang pajak yang
bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya

pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan Undang-undang

pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial.

(2) Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus
diperhatikan benar oleh negara / pemerintah sebagai pihak yang diberi
kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik / memungut pajak dari masyarakat.
Dalam mencapai keadilan ini, negara / pemerintah melalui fiskus harus
memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada
dasarnya salah satu bentuk keadilan di dalam penerapan hukum pajak adalah
terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan

perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus

* harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-

' undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan WP.

Dalam Pasal 27A ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding,
atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
selama pajak yang masih kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
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Tambahan ( SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan

Lebih Bayar ( SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran

= pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan pembayaran pajak

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan
apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam melakukan
pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh Undang-Undang
KUP kapan paling lambatnya pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak

kapanpun pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah

=. maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum ( yaitu

maksimal 24 bulan ).

Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga hal tersebut tentulah

= akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. Kelebihan pembayaran pajak tersebut

adalah hak sepenuhnya milik WP yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut
timbul pengikraran keadilan dalam pelaksanan hukum pajak yang berdampak
pada ketidakpuasan masyarakat / WP dan mungkin berakibat menurunnya
kepatuhan atau menghilangnya kepatuhan atau menghilangnya kepatuhan WP

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

(3) Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang

menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai

dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan

miasyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat

penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung

yTemg dapat ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak.
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Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus
benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh
rﬁésyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental

dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.
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8.

]| “ IN3IISUl) O |

ax

Sistem Perpajakan

Menurut McGee (dikutip dari Suminarsasi dan Supriadi, 2010) sistem
perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam
bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah
tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak.
Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut
digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh
pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Untuk mencapai tujuan
pemungutan pajak diperlukan asas - asas pemungutan pajak dalam
pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan
pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi
yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan
pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An inquiri
the Nature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa
pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas berikut :
Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang

dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak wajib pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang

akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap Wajib Pajak yang
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menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara dengan

@)entingannya dan manfaat yang didapat.

I -
= Certainty

(2]

_Ii’jBnetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sesuai
3
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib
@
Pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti berapakah besarnya pajak yang

>
o
o 2
§ @‘rutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
€. Tonvenience
=z
@ Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi
S o
§ dﬁmana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung
« =1
jawab
3
2
d. mEconomy
A
%ecara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi
X

Wajib pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, demikian pula beban yang

D

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang
terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Waluyo
:iid.lo, 2011) dalam bukunya Perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem
E;mungutan pajak, yaitu :
1% Official assessment system
ZSistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan
%kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak
:g:yang terutang. Terdapat ciri - ciri official assessment system adalah sebagai
éberikut :
=

a)§Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada

A
§.aparat pajak.
x
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b) Wajib pajak bersifat pasif.

c)(rUtang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. %elf assessment system

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan,
I;epercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung
menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

: With holding system.
;Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan
képada pihak ketiga ( biasanya menggunakan jasa konsultan) untuk memotong
gau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

S Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab

(:siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam
éistem official-assessment penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak
ﬁenjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul
rﬁenjadi tanggung jawab Fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor
dikarenakan keterlambatan Fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang
§Vajib Pajak yang harus dibayar.

E Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk
@ienghitung jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, yang nota ben tidak
;édikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah
Sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem self-assessment dimana penetapan
besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab
Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi

Enggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula.
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Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada
Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi
l;eban berat dalam melaksanakan kewajban perpajakannya. Fiskus dalam
sistem self-assessment hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu
(Eengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. System self assessment yang
kfni dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar
k;épada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada
@Iam diri Wajib Pajak yaitu:
‘ a. Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness)

b. Kejujuran Wajib Pajak

c. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (tax mindness)

d. Kedisiplinan Wajib Pajak (tax discipline) dalam melaksanakan

peraturan perpajakan.

Dalam sistem ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada
§Vajib Pajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuensi yang
Eerat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-
&ewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan
Eébih berat. Oleh karena itu system self assessment mewajibkan wajib pajak
gntuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya
gengan baik.

Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi

Wajib Pajak karena Wajib Pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan
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usaha serta biaya untuk membayar jasa konsultan pajak. Selain itu self
assessment menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah ditetapkan
s;ebelumnya, sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada, jumlah pajak yang
dianggarkan akan menurun pula.

L Di lain pihak sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat
meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan
kéwajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan
réenerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus
Eﬁemerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga
\)yaktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau
(ﬁialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu system
siélf assessment akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik
a;tas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

| Selama pelaksanaan system self-assessment dimulai sejak pertama kali
féformasi perpajakan dilakukan hingga saat ini (1983-2009), sudah empat kali
UU KUP diubah yaitu tahun 1994, 1997, 2000 dan terakhir 2007. Perubahan
§ang dilakukan secara komprehensif ini membawa dampak bagi pelaksanaan
Eewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, terutama perubahan-perubahan yang
derhubungan dengan kewajiban Wajib Pajak dalam menghitung /
;hemperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Sering kali mereka
dihadapkan dengan keterbatasan informasi mengenai perubahan tersebut

sehingga tidak sedikit yang akhirnya mendapat teguran dari Dirjen Pajak (DJP)

karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat

itu.
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Dikarenakan Indonesia menganut system self-assessment, hal ini memaksa
Wajib Pajak untuk selalu aktif mencari informasi-informasi perpajakan yang
t:erbaru, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Namun, tindakan
Wajib Pajak tersebut kurang efektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan DJP
(Ealam mensosialisasikan setiap informasi yang dipublikasikan kepada
masyarakat. Hal ini patut diperhatikan karena tidak semua Wajib Pajak
rﬁengerti peraturan perpajakan tanpa adanya penjelasan dari DJP, sehingga

d:apat mencegah timbulnya kesalah-pahaman antara WP dengan Fiskus. dalam
fﬁelaksanakan system self-assessment, pemerintah mengeluarkan beberapa
Iéebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (tax dissessmination),
bélayanan perpajakan (tax service), dan pengawasan perpajakan (law
eihforcement).

2 Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar tercipta
Repatuhan sukarela (voluntary compliance) Wajib Pajak dalam memenubhi
kéwajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan. Penyuluhan
perpajakan perlu dilakukan untuk mmberikan penjelasan mengenai tata cara
gelaksanaan system self-assessment ini, karena tidak satu pasal pun dalam
Endang-undang perpajakan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan
System self-assessment kecuali di dalam penjelasan atas undang-undang R.I
iNo.G Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang

Berbunyi sebagai berikut:

€iri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

@) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian

-= Kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan
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bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk

pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan
kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib
Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan
fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan;

uep siusig 3n3asul) OX) 91 (NIw exdiSieH (J)
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c)% Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat

new

- melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,

memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self-

eny JIMm) ey

- assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi

(D U

- perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,

sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib

U
2.
o
=

Dari penjelasan tersebut diharapkan Wajib Pajak lebih memahami

1 INIISU|

wajiban perpajakannya, namun apakah system self-assessment tersebut telah

emenuhi kebutuhan Wajib Pajak dan Fiskus, dimana sistem tersebut harus

P Sius

gapat mengefisiensikan administrasi pajak yaitu tidak menyulitkan pemerintah
galam memungut pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan

q
§ewaj iban perpajakannya.
=

e

Kualitas Pelayanan
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Dalam penelitiannya Supadmi (2009) berpendapat bahwa untuk

‘)menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara

? terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa
_ yang vyang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya,
] memperlihatkan  bagaimana cara mengerjakan, diakhiri  dengan
menyediakan pembimbing dan mengoreksi, sementara mereka mengerjakan.

Tujuan dari pelayanan pajak dan sekaligus pemeriksaan pajak sendiri

berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

19 INMISUL) O 191 W

Cara Perpajakan pasal 29 ayat (1), antara lain:

f: a. Pemberian Nomer Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

b. Penghapusan Nomer Pokok Wajib Pajak;

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan
Penghasilan Netto;

f. Pencocokan data atau alat keterangan;

n 0. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

E h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

I. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

J. Penentuan saat mulai beroperasi sehubungan dengan fasilitas
perpajakan; dan atau

k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi

2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat

= 35



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

|

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

Jenderal Pajak berwenang melakukan pelayanan dan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain
éalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Pelayanan prima menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang
(Eapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas
memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan
dl lakukan secara terus menerus.

Dalam hal ini tugas pemeriksaan dan memberikan pelayanan pajak

19 IN313

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal
i: Pajak Departemen Keuangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang

= dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

= pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Parasuraman

et al. dalam Tjiptono (2005) mengemukakan lima dimensi yang digunakan

untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:
1. Kehandalan (Reliability)

=  Kehandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk
=  memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat
W kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang

telah disepakati.
2. Daya Tanggap (Responsiveness)

Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak
. untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak,
== serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian

memberikan pelayanan secara cepat.
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3. Jaminan (Assurance)

Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak
terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat
pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan

yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.

Lo 181 4111w exdid e (J)

Empati (Emphaty)

Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak
demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal

terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.

. Bukti Fisik (Tangibles)

Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan

material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

31D Ul YIM) BIIRHIIOU| Uep SIUSIg INISU]

©
u

emahaman Perpajakan

5Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran
7]

pafcq'k. Resmi (2009), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan
pe@uran perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang
peéajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat
ungn'k melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib Pajak harus memiliki

NI?:VP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT.

40,

arat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh

1Qu

Wﬁfb Pajak dikarenakan, pertama Wajib Pajak apabila ada Wajib Pajak baru

A
yadg akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar
x
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mendapatkan NPWP. Selanjutnya Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP

harus) memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara

berkélanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindak lanjuti

dehgan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2007).

Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta

(7 e3d10 seH

;ikép WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku

pul

éperéajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005). Menurut
§Zaiﬁ(2008), kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan

-]

coleff ketidaktahuan (ignorance), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu

-]
o o)

Bakah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

9. S8anksi Perpajakan
2 Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena
%pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam
| rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak
diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan
=pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap

~\Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan
imaupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai
%‘dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu
7 yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.
Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur
pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada

swkonsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah

7pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
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Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk

‘rtnenciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

?perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-

‘:sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang

idilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran

i‘mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi

Sperpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan

f;dan perihal pengenaannya.

S:Menurut Aris Aviantara (2011) Ada 2 macam Sanksi perpajakan yaitu :

izl Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

S a. Sanksi Adrninistrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU
perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah
tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari
jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan
sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah
pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Sanksi Aministrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang
menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga
itu menjadi hak / kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa

dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya
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menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga
dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang
tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar
sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat
ditagih kembali dengan disertai bunga lagi

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi
bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan
penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh

atau tidak dihitung secara harian.

ii‘fc. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan
adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila
dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi
berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan
angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena

* Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam

" menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum.
Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP
menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan

upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
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Namun, pemerintah  masih  memberikan  keringanan  dalam
pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang
baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai
sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU
KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang
isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak
kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak
pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-
hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak
kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban
pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak
pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat
terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun
pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan
dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah

pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Penggelapan Pajak

41



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

a. Pengertian Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) “Adalah

;:usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara

‘:melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan

pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak
>sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya,

Smemalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Menurut Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa “penggelapan pajak adalah

g 1NN

{:usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang
isesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak,
?sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan
ffmasyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

7 Masri (2012:5), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (tax
jevasion) adalah “Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar

%ketentuanketentuan pajak yang berlaku. Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi

administratif maupun sanksi pidana.”

Menurut Wallschutzki dalam penelitian (Nurmantu, 2004:26), beberapa alasan

}yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak

wnadalah sebagai berikut:

i 1) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan
perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan -
ketentuan tertentu.

2) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.

3) Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.

4) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
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5) Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.
b.;:Dampak Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

‘:Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada pada

erekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sangat beragam dan meliputi

erbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

110 gd10 ¥8H

1. SAkibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan

:Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri

™

iiidari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan

buepun-buepun 1bunpu

iketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan

kdengan penaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan

:pa_] ak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang

kmengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah

ada dikantungnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga
| yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan
yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”.
2%Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi
? Menurut Siahaan (2010:110), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang
wnekonomi adalah sebagai berikut:

a) ?Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara
para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan
menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih

wmenguntungkan daripada saingan saingan yang tidak berbuat demikian.

b) %Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran

=roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai
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tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan

dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya

=agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.

c) &Pengelakan/penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

7karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha
keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.Oleh karena itu
pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP pada hakikatnya
“menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan
::perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan
jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang
'Iingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP
berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai

jterdeteksi oleh fiskus.

3. 2Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi,

sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-
jundang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal,
?Iambat laun Wajib Pajak tidak akan segan - segan berbuat sama dalam hal ini.
wAkibat dari  komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang
- ‘Vmengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan
terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak
yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah

dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya.

Hal demikian kadang - kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti

*dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya
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z 4 ' tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib

‘Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan

Zeurang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan,

£2010:111),

Dari  penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
: pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi yang

csangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan

fmenganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara

fjangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak

?penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkali-kali

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e
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élipat disertai dengan dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

?iertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup
jdenda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada

| kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

B. PENELITI TERDAHULU
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NaEa Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

3 Penelitian
Suriinarsasi dan | Pengaruh Keadilan, | Variabel penggelapan  pajak
Supriyadi (2011) | Sistem Perpajakan, | Independen . | dipandang  sebagai

Dan Diskriminasi | Keadilan (X1) | suatu hal yang etis

Terhadap  Persepsi | ,Sistem dan juga tidak etis,
x Wajib Pajak | Perpajakan (X2), | hasil dalam
Mengenai Etika | Diskriminasi penelitian ini hanya
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A
Aﬁs Arianto
x

Kepatuhan, Dan

Keadilan, Biaya

Penggelapan  Pajak | (X3),Variabel mendukung dua

@ (Tax Evasion) dependen : Etika | dimensi saja, Yaitu

u

= Penggelapan sistem  perpajakan

g Pajak (Y) dan  diskriminasi,
- 3
2 = sehingga  variable
© w
v = keadilan belum bisa
2 a
2 5 dibuktikan.
gtrmg Suryani | Pengaruh Keadilan, | Variabel Dalam penelitian
a U .
EIRa@nan (2014) Sistem Perpajakan, Independen : ditemukan bahwa
S 2 variabel diskriminasi
o 3 Diskriminasi, Dan Keadilan, Sistem I
ER— memiliki  pengaruh

§ Kemungkinan Perpajakan, paling dominan

Q .

> Terdeteksi Diskriminasi, Dan mempengaruhi

= diantara variabel

= Kecurangan Kemungkinan .

; lainnya

g' Terhadap Persepsi Terdeteksi

(9]

z Wajib Pajak Kecurangan

Mengenai Etika Variabel

z Penggelapan Pajak dependen :

;‘

5 (Tax Evasion) Persepsi Wajib

w - -

g‘ Pajak Mengenai

n :

a Etika

)

= Penggelapan

=

(=] Pajak

3
Me:l:lriana Analisis Keadilan Variabel Hasil pengujian
Km’giawati dan | Pajak, Biaya Independen : simultan menyatakan

bahwa keadilan

pajak, biaya

a19 ueol
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Toly (2014) Tarif Pajak Terhadap | Kepatuhan, Tarif | kepatuhan, dan tarif
® Persepsi Wajib Pajak | Pajak pajak secara
T bersama-sama
= Mengenai
=
o Variabel berpengaruh
Y Penggelapan Pajak terhadap persepsi
E dependen : N .

T =.

S Di Surabaya Barat wajib pajak

S @ Persepsi Wajib mengenai

g = .

= 5 Pajak Mengenai penggelapan pajak.

2 = Etika

c &

- Penggelapan

a2 3.

S a Pajak

2

2 =)

@Risg Hamdani | Pengaruh Keadilan, | Variabel Koefisien

Pulangan, Sistem Perpajakan, Independen : determinasi

=
Tauzeni Taufik

dandulita (2015)
Q

(1 u

Ig 3nISu|

Dan Kemungkinan
Terdeteksinya
Kecurangan
Terhadap Persepsi
Wajib Pajak
Mengenai Etika
Penggelapan Pajak

(Tax Evasion)

Keadilan, Sistem
Perpajakan,
Kemungkinan
Terdeteksi
Kecurangan
Variabel
dependen :
Persepsi Wajib
Pajak Mengenai
Etika
Penggelapan

Pajak

penelitian ini adalah
0.515 yang
memperlihatkan

bahwa 51.5%

persepsi wajib pajak

mengenai

penggelapan  pajak
dipengaruhi oleh
keadilan pajak,
sistem  perpajakan,
dan  kemungkinan

terdeteksinya

kecurangan.
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C. KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang persepsi wajib pajak
n:téngenai penggelapan pajak. variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah
lima variabel independen vyaitu, keadilan (X1), sistem perpajakan (X2), kualitas
pélayanan (X3), pemahaman perpajakan (X4), sanksi perpajakan (X5). Sedangkan
satu variable dependen yaitu, Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ().
berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :
1) S Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan
“pajak

Keadilan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya

buepun-buepun 1bunpuijig exdig ey

'sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai

:dengan manfaat yang diterima (Waluyo dan llyas, 2011:14). Dikarenakan sistem
7pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assesment system, prinsip
keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan
pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion (Suminarsasi, 2011). Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,

Zserta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

= pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk
nmengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding
- »kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan
olen Ayu dan Hastuti (2009) menyimpulkan bahwa keadilan sistem perpajakan
Justru memicu tax evasion. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil yang
ditemukan oleh Suminarsasi (2012) yang menyimpulkan bahwa persepsi terhadap

2 keadilan tidak berpengaruh secara signifikan pada tax evasion karena walaupun
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manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, mereka tetap membayar pajak dengan

dalih bahwa pajak merupakan suatu kewajiban.

2) Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

apenggelapan pajak.

] Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang
merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara
langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan

“untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Rahman,

::2013). Anggota masyarakat atau Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk

:melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan,
'membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (self assessment),

sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan

Wlebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat
atau Wajib Pajak (Siahaan, 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan
Suminarsasi (2011), Handayani M (2014) menyatakan bahwa Sistem Perpajakan
mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang

7berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga

penggelapan pajak akan berkurang.

3)a° Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas

. » Penggelapan Pajak
Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh
yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan
memandang penggelapan pajak sebagai tidakan ilegal, tidak etis dan melanggar

2hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada

=wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai
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instansi pengelola dana pajak. Kemauan wajib pajak dalam memenubhi
kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak
imemberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak (Hardiningsih,
22011). Hal ini sesuai dengan bahasan dari Theory of Planned Behavior (TPB)

Sterkait niat berperilaku (behavior intention) dari wajib pajak dalam memenubhi

kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat
: bajak yang prima dan sebaik mungkin.

4); Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas
Penggelapan Pajak
; Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap
;"persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat
ffseberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak,
kdimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya
ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan
| Wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk
dilakukan. Mengacu pada teori persepsi (Gibson, 2001), timbulnya persepsi oleh

?individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap

?objek. Kaitannya dengan objek penelitian ini adalah praktik penggelapan pajak,

wdimana wajib pajak akan menganggap buruk, tidak etis untuk dilakukan dan

»cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila

pemahaman yang dimilikinya semakin baik.

5)7 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas

=, Penggelapan Pajak
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Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak
@ntuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki

u
2wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pareek (2001) mengungkapkan

E‘bahwa persepsi individu akan suatu objek terbentuk atas adanya penafsiran kesan
3

=inderawi dan pengaruh pengalaman yang dialami. Kaitannya dengan penelitian ini,
@

;ﬁperoleh hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan
(9]

?ﬂenimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan
gancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini
@

édapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi
(o

%_Jdan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak
=)

Sdisetor yang semestinya.

s

=

A

g, Gambar 2.1

=

X

2 Kerangka Pemikiran

(9]

e

Keadilan (X1)

Penggelapan Pajak (YY)
Sistem Perpajakan (X2)

Kualitas Pelayanan (X3)

Pemahaman Perpajakan
(X4)

Sanksi Perpajakan (X5)
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF BUSINESS b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.



